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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

NOMOR 13 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 
 

Menimbang :    a. bahwa barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah 

baik bergerak maupun tidak bergerak perlu diatur penggunaan, 

pemakaian, dan pemanfaatannya; 

b. bahwa penggunaan dan pemakaian kekayaan barang tersebut 

dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu 

peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 huruf a Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis 

Retribusi Kabupaten/Kota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981  Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan 

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4880); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara      

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 Tentang 

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997  

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan 

Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008  tentang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1). 

21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor  21). 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  

dan  
BUPATI KUANTAN SINGINGI 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH. 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 



 - 4 - 

2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk 

mangatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri 

dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan 

legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. 

8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi. 

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan yang 

diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah 

Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada 

Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri 

atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 

12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah 

dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan 

Singingi atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang 

melaksanakan pelayanan pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha   yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

15. Tanah adalah tanah milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

16. Lapangan adalah lapangan terbuka/tertutup milik atau dibawah penguasaan 

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 
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17. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual 

barang dan terdiri dari hanya satu penjual.     

18. Kendaraan/Alat-alat Berat adalah setiap kendaraan atau peralatan yang dimiliki 

atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 

19. Pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara 

lain, pemakaian tanah dan/atau bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, 

pemakaian kendaraan/ alat-alat berat, alat-alat milik daerah. 

20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

21. Pelayanan Jasa Usaha Daerah adalah pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh 

Pemerintah. 

22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

23. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan prinsip komersial. 

24. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki 

dan / atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan yang ditujukan untuk 

dikormersialkan.  

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi  tertentu. 

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

pemerintah daerah; 

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 

dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan 

penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

29. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan 

pemungutan retribusi tertentu. 

30. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar 

oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, 

kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi. 

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD  adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah  retribusi yang terutang. 

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda. 

33. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain 

yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan. 
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34. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi 

daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan/teguran yang 

bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan 

jumlah retribusi yang terutang. 

35. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang 

tercantum pada SKRD yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih 

terutang. 

36. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. 

37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selajutnya disingkat dengan PPNS adalah 

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. 

38. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD 

adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek 

retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi 

yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

39. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh 

data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan 

cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan 

benar. 

40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat 

yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 

retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 

ditetapkan oleh Bupati. 

41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang undangan retribusi daerah yang terdapat 

dalam surat ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat 

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan 

Retribusi yang tidak benar, atau surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 

Kelebihan Retribusi. 

42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 

pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang. 

44. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Retribusi atas banding terhadap 

surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
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barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca 

dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut. 

46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 

mengola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah dan retribusi daerah. 

47. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 
 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai : 

a. Izin Pemakaian atau penggunaan kekayaan daerah meliputi benda bergerak atau 

tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 

b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 
 

BAB III 

PENYELENGGARAAN IZIN 

Bagian Kesatu 

Prosedur 

 

Pasal 3 
 

Prosedur pembuatan izin pemakaian atau penggunaan kekayaan daerah meliputi benda 

bergerak atau tidak bergerak terdiri dari : 

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah 

disampaikan kepada Bupati melalui Kepala KPPT. 

2. Petugas pendaftaran menerima dan meneliti kelengkapan permohonan Izin 

Pemakaian Kekayaan Daerah. 

3. Tim teknis Izin Pemakaian Kekayaan Daerah melaksanakan peninjauan lokasi. 

4. Petugas administrasi menerbitkan SKRD. 

5. Pemohon membayar retribusi. 

6. Dinas teknis menerbitkan rekomendasi. 

7. Petugas administrasi memproses dan menerbitkan izin. 

8. Pemohon mengambil dokumen Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dengan 

menunjukkan bukti pembayaran retribusi. 
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Bagian Kedua 

Persyaratan  

 

Pasal 4 
 

Persyaratan izin pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut: 

1. Mengisi formulir yang telah disediakan. 

2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan : 

a.  Perseroan Terbatas (PT) : foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman. 

b.  Persekutuan Komanditer (CV) : Foto copy pendirian perusahaan yang telah 

didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. 

c.  Firma : Foto copy akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan di register 

kepaniteraan Pengadilan Negeri. 

d.  Koperasi : Foto copy akte pendirian Koperasi yang telah didaftarkan pada Dinas 

Industri Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi. 

3. Foto copy KTP pemohon. 

4. Foto copy NPWP bagi badan usaha. 

5. Gambar rencana peruntukan. 
 

Bagian Ketiga 

Jangka Waktu Berlaku 

 

Pasal 5 
 

(1) Jangka waktu berlakunya izin pemanfaatan kekayaan daerah berlaku sesuai 

dengan pengajuan permohonan izinnya. 

(2) Waktu pemprosesan maksimal 3 ( tiga ) hari kerja setelah permohonan diterima 

dengan lengkap dan benar. 
 

BAB IV 

RETRIBUSI  

Bagian Kesatu 

Nama, Objek dan Subjek  

 

Pasal 6 
 
 

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau 

dikuasai Pemerintah Daerah. 

(2) Objek Retribusi adalah setiap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan 

yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah. 

(3) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Pemakai Alat Berat, mobil dan sejenisnya; 

b. Pemakai Bus; 

c.  Pemakai Tenda, Kursi dan Meja; 
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d. Pemakaian Mesin Forforasi; 

e.  Pemakaian Mesin Pemotong Rumput Dorong; 

f.  Pemakaian Mesin Pemotong Rumput Panggul; 

g.  Pemakaian Mesin Ginset Tarik; 

h. Pemakaian Peralatan dan Bahan Laboratorium; 

i.  Pemakaian Rumah Dinas; 

j.  Pemakaian Gedung; 

k. Pemakaian Ruang Pertemuan / Aula; 

l.  Pemakaian Alat Musik; 

m.Pemakaian Sound System; 

n. Pemakaian Stadion / Lapangan Sepak Bola; 

o.  Pemakaian Lapangan Terbuka; 

p. Tanah Milik Pemerintah Daerah; dan  

q. Penggunaan Badan Jalan; 

(4) Tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian 

Kekayaan Daerah dalam rangka : 

a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; 

b. tindakan dalam rangka penyelamatan warga dari bencana yang akan, sedang 

terjadi  maupun yang sudah terjadi. 
 

Pasal 7 
 

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah. 
 

Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 

 

Pasal 8 
 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha. 
 
 

Bagian Ketiga  

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

 

Pasal 9 
 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan 

pelayanan yang diberikan, meliputi: jenis kekayaan daerah, frekuwensi pemakaian, dan 

jangka waktu pemakaian yang ditetapkan. 
 

Bagian Keempat 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi 

 

Pasal 10 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang layak. 
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(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, 

pembangunan, perawatan, pengaturan, kebersihan dan pembinaan dalam 

penyelenggaraan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah. 

(3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan 

yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 
 

Bagian Kelima 

Struktur dan Besarnya Tarif  

 

Pasal 11 
 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi didasarkan atas jenis, harga dasar 

tanah, luas, dan jangka waktu pemakaian. 

(2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis, ditetapkan 

sebagai berikut : 

No  Uraian  Tarif (Rp) Keterangan  

1. Alat-alat Berat Milik Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi 

a) Motor Grader : 

1) <100 HP   

2) >100 HP / 150 HP   

 

b) Bulldozer : 

1) 70 HP D3  

2) 90 HP D3 

3) 100 HP D4   

4) 100 HP 150 HP D5   

5) 100 HP 150 HP D6   

6) 150 HP 200 HP D7   

7) 150 HP 200 HP D8   

8) 200 HP D8  

  

c) Track Loader : 

1) 0,40 M³   

2) 0,80 M³   

3) 1,00 M³   

4) 1,20 M³   

5) 1,30 M³   

6) 1,40 M³   

7) 1,60 M³   

8) 1,80 M³   

9) 2,50 M³   

 

 

 

 

 

180.000,-/Jam 

199.000,-/Jam  

 

 

180.000,-/Jam 

225.000,-/Jam 

250.000,-/Jam 

275.000,-/Jam 

287.000,-/Jam 

295.000,-/Jam 

300.000,-/Jam 

310.000,-/Jam 

 

 

15.000,-/Jam 

20.000,-/Jam 

25.000,-/Jam 

30.000,-/Jam 

35.000,-/Jam 

40.000,-/Jam 

195.000,-/Jam 

15.000,-/Jam 

15.000,-/Jam 

 

 

 

 

 

 

1.393.000,-/hari 

 

 

 

 

 

 

2.009.000,-/hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 11 - 

d) Whel Loader : 

1) 1,00 M³   

2) 1,50 M³  

e) Excavator : 

1) < 0,80 M³ 

2) 0,80 M³ ke atas   

f) Tandem Roller (Mesin Gilas 

Besi) : 

1) 1 Ton   

2) 8 Ton s/d 12 Ton   

g) Tire Roller 8 Ton s/d 15 Ton   

h) Vibrotor Roller (Mesin Gilas 

Getaran) 8 Ton ke atas  

i) Dump Truck : 

1) 3,5 Ton   

2) 10 Ton 1 as      

3) 10 Ton 2 as      

j) Water Tank 4.000 Liter 

k) Trailler 

l) Stampere 

m) Motor Cutting Aspal 

 

175.000,-/Jam 

186.000,-/Jam 

 

100.000,-/Jam 

199.000,-/Jam 

 

 

100.000,-/Jam 

196.000,-/Jam 

142.000,-/Jam 

 

147.000,-/Jam 

 

57.142.86,-/jam 

700.000,-/Hari 

128.571.43,-/jam 

24.000,-/Jam 

26.533.40,-/km 

150.000,-/Hari 

150.000,-/Hari 

 

 

1.302.000,-/hari 

 

 

1.393.000,-/hari 

 

 

 

 

 

 

1.029.000,-/hari 

 

400.000,-/hari 

 

900.000,-/hari 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Pemeriksaan Bahan : 

a) Air 

b) Berat Jenis Tanah 

c) Analisa Saringan Tanah 

d) Berat Isi Tanah 

e) Berat Jenis Agregat 

f) Analisa Saringan Agregat 

g) Berat Isi Agregat 

h) Atterberg Limit 

i) Kepadatan Standar Proctor 

j) Kepadatan Modified Proctor 

k) Pemeriksaan CBR Standar 

Proctor 

l) Pemeriksaan CBR Modified 

Proctor 

m) pemeriksaan ketebalan aspal 

(coordrill) 

n) pemeriksaan kepadatan lapisan 

pondasi bawah/atas 

Penggunaan Laboratorium : 

a) Perencanaan Komposisi 

Campuran Material Japat 

 

 

6,400,- 

9,600,- 

9.600,- 

6.400,- 

18.400,- 

18.400,- 

8.800,- 

12.800,- 

49.000,- 

65.000,- 

 

55.000,- 

 

56.000,- 
 

25.000,-/titik 

 
 

25.000,-/titik 

 
 

120.000,- 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

b) Perencanaan Komposisi 

Campuran Material : 

1) Lapisan Pondasi Bawah 

(LPB) 

2) Lapisan Pondasi Atas (LPA) 

3) Lapisan Penutup 

4) komposisi campuran beton 

Peralatan mesin : 

1. mesin pemotong rumput 

2. genset 

3. bus 

4. mini bus (L300) 

5. dump truck 

6. pick up 

7. mobil siaran keliling 

8. lori tangan 

9. lori tangki air 

kontruksi tempat reklame : 

a. spanduk : 

1) 1x2 m 

2) 1x3 m 

3) 1x6 m 

b. Baleho : 

1) 4 x 6 m 

2) 3x4 m 

Jenis purniture : 

1. Kursi plastik 

2. Kursi susun busa 

3. Kursi sofa 

4. Tenda 3x4 m 

5. Tenda 4x6 m 

Sound system/pengeras suara : 

1. < 500 watt 

2. > 500 watt 

 

 

300.000,- 

 

300.000,- 

500.000,- 

250.000,- 

 

50.000,-/hari 

100.000,-/hari 

400.000,-/hari 

350.000,-/hari 

400.000,-/hari 

250.000,-/hari 

150.000,-/hari 

200.000,-/hari 

150.000,-/hari 

 

 

5.000,-/hari 

10.000,-/hari 

15.000,-/har 

 

50.000,-/hari 

30.000,-/hari 

 

1.000,-/buah/hari 

2.000,-/buah/hari 

75.000,-/set/hari 

200.000,-/hari 

300.000,-/hari 

 

1.500.000,-/set/hari 

3.000.000,-/set/hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

No 

 

Uraian 
 

Pemerintah Daerah 
Tarif (Rp) 

 

Umum  
Tarif (Rp) 

  1 Gedung Pertemuan 

a) Kapasitas 50 s/d 100 

orang/hari 

b) Kapasitas 101 s/d 200 

orang/hari 

c) Kapasitas 500 orang atau 

lebih/hari 

 

 

 

500.000,- 

 

600.000,- 

 

1.000.000,- 

 

 

700.000,- 

 

800.000,- 

 

1.500.000,- 
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(3) Harga dasar tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku di wilayah/lokasi obyek retribusi. 

(4) Besarnya retribusi pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(3), ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk kegiatan yang bersifat permanen : 

1. Usaha/ jasa atau kegiatan yang berskala kecil, sebesar : 2 % x NJOP x Luas 

Tanah/ Tahun. 

2. Usaha/ jasa atau kegiatan yang berskala menengah, sebesar : 2,5 % x NJOP x 

Luas Tanah/Tahun. 

3. Usaha/ jasa atau kegiatan yang berskala besar, sebesar : 3 % x NJOP x Luas 

Tanah/ Tahun. 

4. Usaha/ jasa atau kegiatan pendidikan, sebesar : 0,5 % x NJOP x Luas 

Tanah/Tahun. 

b. Untuk kegiatan yang bersifat temporer (sementara) atau event : 

1. Luas < 100 M2 ditetapkan tarif sebesar Rp. 300,000,-/hari 

2. Luas antara 100 M2 sampai dengan 1.000,- M2 ditetapkan tarif sebesar Rp. 

500,000,-/hari 

3. Luas > 1.000 M2 ditetapkan tarif sebesar Rp. 750,000,-/hari 

(5) Ketentuan untuk menentukan klasifikasi usaha/jasa atau kegiatan yang berskala 

kecil, menengah,  besar, dan jenis gedung pertemuan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

(6) Gedung/Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang digunakan 

sebagai Mess, Wisma, Pesanggerahan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi. 

(7) Besarnya Tarif Retribusi Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi yang ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebesar 3% (tiga 

persen) dari Gaji Pokok per bulan.  

(8) Penggunaan ruang untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ruangan 

komersial lainnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi. 
 

Pasal 12 
 

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Peninjauan dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

Bagian Keenam 

Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang 

 

Pasal 13 

 

(1)   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di Wilayah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

(2)   Retribusi terutang pada saat pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan. 
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Bagian Ketujuh 

Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi 

 

Pasal 14 

 

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. 

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan 

lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. 

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Pasal  15 

 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) retribusi 

terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang 

dipersamakan. 

(2) Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan 

SKRD secara jabatan. 

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Bagian Kedelapan 

Tata Cara Pemungutan 

 

Pasal 16 

 

(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut. 

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi  diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Bagian Kesembilan 

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,  

dan Penundaan Pembayaran Retribusi 

 

Pasal 17 
 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan 

SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pambayaran retribusi 

(recu/karcis lembaran I/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah. 
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(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Pasal 18 
 

(1) Retribusi yang terutang disetorkan ke Kas Daerah atau melalui petugas yang 

ditunjuk. 

(2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk mengangsur 

atau melakukan penundaan pembayaran retribusi. 

(3) Keputusan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan 

memperhatikan kemampuan wajib retribusi. 

(4) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 

kepada retribusi yang ditimpa bencana/atau kerusakan.  

 

Bagian Kesepuluh 
Sanksi Administrasi 

 

Pasal 19 
 

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
 

Bagian Kesebelas 
Tata Cara Penagihan 

 

Pasal  20 
 

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan 

menggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 

Surat Teguran. 

(3) Pengeluaran surat teguran yang terutang/surat peringatan/surat izin lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 

(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang 

sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang. 

(5) Surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang 

sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Bagian Keduabelas 

Keberatan 
 

Pasal 21 
 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada 

Bupati  atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan 

ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila 

wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan (3), tidak dapat dipertimbangkan. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan 

retribusi. 
 

Pasal 22 
 
 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 

keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telat lewat dan Bupati 

tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 
 

Bagian Ketigabelas 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi 

 

Pasal  23 
 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran. 

(2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan 

pembayaran wajib memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan tidak 

memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 

paling lama    1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, 

Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 

pembayaran. 
 

Pasal 24 
 

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis 

kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan: 

a. nama dan alamat  wajib retribusi; 
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b. masa  retribusi; 

c. besarnya  kelebihan; 

d. alasan singkat dan jelas. 
 

Pasal  25 
 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah 

membayar kelebihan retribusi. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, 

pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan. 
 

Bagian Keempatbelas 

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi  

 

Pasal 26 
 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara 

lain untuk mengangsur. 

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib 

retribusi yang ditimpa bencana alam. 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Bagian Kelimabelas 

Petugas Pemungut 

 

Pasal 27 
 

(1) SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Petugas pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(3) SKPD pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang 

dilakukan. 

(4) SKPD pemungut atau juru pungut yang menyalahgunakan uang pungutan daerah 

yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.   
 

Pasal 28 

 

(1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja 

harus menyetorkan semua hasil penerimaan ke Kas Daerah. 

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan 

dimaksud pada ayat (2) untuk daerah pemungutan tertentu. 
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(4) Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang: 

a. di luar batas waktu yang ditetapkan; 

b. atas nama pribadi / satuan kerja pada suatu bank. 

(6) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setiap bulannya dengan persetujuan 

atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati . 

 

Bagian Keenambelas 

Kedaluwarsa Penagihan 

Pasal 29 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali 

apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 

a. diterbitkan surat teguran ; dan 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b,adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 
 

Pasal 30 

 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang 

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

BAB V 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 
 

Pasal 31 
 

(1)  Wajib Retribusi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan. 

(2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan Retribusi Daerah. 
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(3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : 

a.  memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi 

yang terhutang; 

b.  memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 

perlu; dan  

c.  memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan 

keterangan yang diperlukan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

BAB VI 

INSTANSI PELAKSANA 

 

Pasal 32 
 

(1) Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan 

pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(2) Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan. 

(3) Pemeriksaan terhadap pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan. 

(4) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi 

kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(5) Tata cara dan formulir pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, 

penagihan, penyetoran, pembukuan, dan pemeriksaan lebih lanjut diatur dengan 

Peraturan Bupati 
 

Pasal 33 
 
 

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas 

dan fungsinya di bidang pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang mencakup 

penyediaan fasilitas Pemakaian Kekayaan Daerah. 

(2) Pelaksanaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis operasional, pelaporan kegiatan pelaksanaan 

pelayanan fasilitas Pemakaian Kekayaan Daerah, pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan.  
 

BAB VII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
 

Pasal 34 
 

(1) Pemungut retribusi pada SKPD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian 

kinerja tertentu. 
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(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk 

meningkatkan; 

a. kinerja SKPD; 

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD; 

c. pendapatan daerah; 

d. pelayanan kepada masyarakat. 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan 

pada awal triwulan berikutnya. 

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan 

tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target 

kinerja triwulan yang ditentukan. 

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak 

membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. 
 

Pasal 35 
 

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 36 
 

(1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan 

retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi. 

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan. 
 

BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 37 
 

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 

daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 

banyak  3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
 

Pasal 38 
 

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 merupakan penerimaan negara. 
 

Pasal 39 
 

Tindak pidana dibidang retribusi daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka 

waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi. 
 

BAB IX 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 40 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
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bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(3)    Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a.  menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau pelaporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d.  memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

e.  melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap 

barang bukti tersebut; 

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

g.  menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan 

huruf e; 

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana 

tersangka atau saksi; 

j.  menghentikan penyidikan; dan 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui 

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,  sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.   
 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal  41 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah, dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

saat terutang. 
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BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal  42 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan 

teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati atau Keputusan Bupati. 
 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 43 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 

2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2001 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 44 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

Ditetapkan  di Teluk Kuantan 

pada tanggal 23 April  2012  

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 

                 dto 
 

          H. S U K A R M I S 

Diundangkan di  Teluk Kuantan 

pada tangga 23  April  2012 

         SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 

 

               dto 

 

         Drs. H. MUHARMAN, M.Pd. 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR : 13 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

NOMOR 13 TAHUN 2012 

TENTANG 

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

 

I. PENJELASAN UMUM 

          Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama   Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah, diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada 

masyarakat salah satunya berupa retribusi daerah. untuk itu dengan diberlakukannya 

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

diharapkan akan memberikan penguatan bagi daerah untuk melakukan pembebanan 

retribusi, sehingga retribusi akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang 

pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

           Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah 

untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan 

maupun perubahan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan 

sebelumnya diantaranya adalah   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Untuk 

keselarasan ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang penting 

memenuhi amanat Undang – Undang dimaksud dengan pembentukan Peraturan 

Daerah tentang   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan Daerah ini 

diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam 

pelaksanaan pemungutan   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta memotivasi 

peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 
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Pasal 7 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 17 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 18 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 22 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 
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Pasal 24 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 26  

 Cukup jelas. 
 

Pasal 27 

      Cukup jelas. 
 

Pasal 28 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 29 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 30 

 Cukup jelas. 
 
 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 33 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 34 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 35 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 36 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 37 

 Cukup jelas. 
 
 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 
 
 

Pasal 41 

 Cukup jelas. 
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Pasal 42 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 44 

 Cukup jelas. 
 

 

    TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 39 

 

 

 

 

 

 

 

 


